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PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI

LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang

harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan

dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a,

perlu diatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun Anggaran

2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia;
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4445);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008

tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

www.peraturan.go.id



2015, No. 2005
-3-

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013

tentang Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

65/PMK.02/2015 tentangStandar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2016;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor

140/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri KeuanganNomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata

Cara Revisi AnggaranTahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan

Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri;

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor

Per.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor

18/KA/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

dan Penelahaan Program dan Anggaran di lingkungan

BNP2TKI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
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PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun

2016 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan

sebagai acuan dalam melaksanakan APBN oleh seluruh

satuan kerja dan unit kerja di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 3

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2015

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN

DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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